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BUPATI TOBA 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI TOBA 

NOMOR 31 TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TOBA, 

  

Menimbang 

 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2)  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

disebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah 

dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) 

bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD 

ditetapkan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba 

Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing 

Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 

Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3794); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-

2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6987); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi 

Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6474); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
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Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten 

Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba 

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 

Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 

2020 Nomor 9); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Toba Tahun 2025 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-

2029. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Toba. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Toba. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat 

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, 

Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 
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5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah 

dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan 

BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang 

melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, 

dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah  dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi 

dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan 

RPJM Nasional. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.. 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

Pasal 2 

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 

2025-2029 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun 

Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. 

Pasal 3 

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Toba Tahun 

2025-2029 yaitu: 

a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam 

tujuan, sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan 

berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029; 

b. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar 

sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah. 
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BAB II 

SISTEMATIKA 

Pasal 4 

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I : Pendahuluan 

b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis 

Perangkat Daerah 

c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  

d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja 

Penyelenggaraan Bidang Urusan  

e. BAB V : Penutup 

(2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-

2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Bupati ini. 

(3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada 

masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen 

Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati 

ini. 

BAB III 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 5 

(1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum 

dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat 

dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi, 

atau kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan. 

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Perubahan indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah; 

b. Penyesuaian indikasi pendanaan; 

c. Perubahan perangkat daerah penanggung jawab urusan 

pemerintahan; dan/atau   

d. Perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan. 

(3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan 

penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tanpa mengubah substansi 

dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, 

efisiensi, efektivitas, keselarasan, dan konsistensi dengan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah lainnya. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba. 

 

Ditetapkan di Balige 

pada tanggal 18 September 2025 
 

BUPATI TOBA, 
 
Cap/dto 

 
EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU 

 
 

Diundangkan di Balige 
pada tanggal 18 September 2025 
 

SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN TOBA, 

Cap/ dto 

AUGUS SITORUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 31 

 

 



 

P 

KATA PENGANTAR 

Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa serta di dorong oleh semangat 

pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan 

tugas-tugas pemerintahan, Pemerintah Kecamatan Uluan telah 

menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 

Uluan untuk 5 (lima) tahun mendatang, sebagai implementasi dari 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 

Penyusunan Renstra Kecamatan Uluan ini mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba 

Tahun 2025- 2029 serta isu-isu strategis terkait masalah pelayanan 

publik yang ada di wilayah Kabupaten Toba, khususnya di Kecamatan 

Uluan. Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak 

dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung 

pencapaian visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 

2025 – 2029, yaitu “TOBA MANTAP 2029” Maju Daerahnya, Sejahtera 

Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya. 

Telah menjadi komitmen Kecamatan Uluan untuk melaksanakan 

tugas dengan sebaik-baiknya dengan mengacu dan berpedoman pada 

dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini, diperlukan 

kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Kecamatan Uluan 

yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsistensi terhadap 

perencanaan yang telah ditetapkan. Harapan kami, Renstra Kecamatan 

Uluan ini dapat membantu dan menjadi pedoman aparatur Pemerintah 

Kecamatan Uluan dalam mencapai tujuan yang dicita- citakan yakni 

meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Uluan. 

i 



 

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini belum sepenuhnya 

sempurna. Oleh karena itu, kami senantiasa menerima saran, kritik dan 

masukan guna perbaikan dan penyempurnaan dokumen Renstra ini 

kedepannya. 

Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran 

penyusunan Renstra Kecamatan Uluan 2025 – 2029 ini. Semoga 

dokumen Renstra ini bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan di 

Kecamatan Uluan, demi terwujudnya visi dan misi RPJMD Kabupaten 

Toba. 

CAMAT ULUAN, 

 

 
 

 
WINRA MARPAUNG, SE 

Pembina 

NIP. 19780202 200604 1 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Rencana 

Pembangunan Lima Tahunan Perangkat Daerah merupakan dokumen 

perencanaan untuk periode jangka menengah, selanjutnya disingkat 

dengan Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai bahan acuan dalam 

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam 

proses penyusunan dan penganggaran Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah setiap tahunnya selama lima tahun. 

Penyusunan Renstra Kecamatan Uluan 2025 – 2029 merupakan 

tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. 

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, 

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran rencana yang 

berfungsi untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan program Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta sebagai acuan dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 
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kemampuan dan kewenangan yang diamanatkan  oleh  Undang-undang  

dan  peraturan  yang  berlaku.   

Penjabaran rencana dalam Renstra memuat tujuan, sasaran, 

strategi, dan arah kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat 

daerah dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Tujuan, 

sasaran, strategi dana arah kebijakan kemudian akan diformulasikan 

dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan, yang akan dijadikan 

acuan dalam perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program 

dan kegiatan yang fokus dan terukur untuk menunjang pencapaian 

sasaran pembangunan Kabupaten Toba. 

Sebagai dokumen perecanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana 

Strategis Kecamatan Uluan Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara 

Rencana Strategis Kecamatan Uluan Tahun 2025 – 2029 dengan 

dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: 

1. Rencana Strategis Kecamatan Uluan Tahun 2025 – 2029 merupakan 

salah satu turunan dan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Toba 

Tahun 2025 – 2029; 

2. Rencana Strategis Kecamatan Uluan Tahun 2025 – 2029 menjadi 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Uluan yang 

disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025 – 2029; 

3. Rencana Strategis Kecamatan Uluan Tahun 2025 – 2029 menjadi 

acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada Kecamatan 

Uluan, baik evaluasi rencana kerja, penganggaran, maupun pada 

laporan akuntabilitas kinerja. 
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1.2 Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Uluan Tahun 2025 

– 2029 adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5886 ) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1312); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 
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Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

PembentukanPerangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Toba 

Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran daerah 

Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3  Tahun 2025 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Toba Tahun 2025 Nomor 3). 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 

 

Maksud penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat 

Daerah (Renstra OPD) Kecamatan Uluan adalah untuk memberikan 

arahan yang sistematis dalam pemanfaatan sumber daya dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan terhadap masyarakat.               

b. Tujuan 

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Terjabarkannya arah dan tujuan pembangunan jangka 

menengah daerah ke dalam perencanaan jangka menengah 

Kecamatan, dan 

2. Tersedianya arahan yang jelas dalam pencapaian Tujuan dan 

Sasaran Kecamatan. 

  
1.4 Sistematika Penulisan Renstra 

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

(Renstra OPD) Kecamatan Uluan terdiri dari VIII Bab, di mana 

masing- masing bab memuat beberapa sub-bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

2.1 Landasan Hukum 

 

3.1 Maksud Dan Tujuan 

 

4.1 Sistematika Penulisan 
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BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS KECAMATAN ULUAN 

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Uluan 

 

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Kecamatan Uluan 

 

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Uluan 

 

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Uluan 

 

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan 

 

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan Uluan 

 

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Uluan 

 

2.2.2 Isu Strategis 
 

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Uluan 

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Uluan 

 
3.3 Strategi Renstra Kecamatan Uluan 

3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Uluan 
 

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

4.1 Uraian Program 

 

4.2 Uraian Kegiatan 

 

4.3 Uraian Subkegiatan Berserta Kinerja, Indikator, Target Dan 

Pagu Indikatif 

4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program 

Prioritas Pembangunan Daerah 

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran 
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Renstra Kecamatan Uluan Tahun 2025 – 2029 Melalui 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

4.6 Target Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah 

Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

BAB V PENUTUP 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS KECAMATAN ULUAN 

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Uluan 

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Kecamatan Uluan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Uluan terdiri 

dari unsur pimpinan yaitu Camat, unsur kesekretariatan yang 

dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian dan serta Sub Bagian Program dan 

Keuangan, ditambah 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin 

oleh kepala Seksi yaitu: Seksi Tata Pemerintahan, Seksi 

Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum, Seksi Pembangunan 

dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Ketentraman 

dan Ketertiban Umum. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 

2018 tentang Kecamatan, tugas camat dalam memimpin 

kecamatan adalah sebagai berikut. 

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat 

Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan 

umum; 

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: 

 

a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah 

perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan 

Kecamatan; 

b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan 
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masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta 

di wilayah kerja Kecamatan;  

 

c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah 

Kecamatan; dan 

d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota. 

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum, meliputi: 

a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di 

wilayah Kecamatan; 

b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh 

masyarakat; dan 

c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan 

ketertiban kepada bupati/wali kota. 

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi: 

a. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan 

fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-

undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

dan 

b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan 

peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan 

kepada bupati/wali kota; 

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum, meliputi: 
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a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi 

vertikal yang terkait; 

b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana danfasilitas 

pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan  

 

c. pelaporan  pelaksanaan  pemeliharaan  prasarana  dan  

fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada 

bupati/wali kota; 

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat Kecamatan, meliputi: 

a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan 

perangkat daerah dan instansi vertikal terkait; 

b. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat Kecamatan; dan 

c. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota. 

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur desa; 

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 

perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, 

meliputi: 

a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di 

Kecamatan; 

b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal 

di wilayahnya; 

c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di 
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wilayah Kecamatan; dan 

d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota 

melalui sekretaris daerah. 

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan, camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian 

kewenangan bupati/ wali kota untuk melaksanakan sebagian 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten/kota dan untuk melaksanakan tugas perbantuan. 

Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan terdiri atas 

pelayanan perizinan dan nonperizinan. Adapun pelayanan perizinan 

dilaksanakan dengan kriteria: 

a. proses sederhana; 

 

b. objek perizinan berskala kecil; 

 

c. tidak memerlukan kqiian teknis yang kompleks; dan 

 

d. tidak memerlukan teknologi tinggi. 

 

Sementara itu, pelayanan nonperizinan dilakukan dengan kriteria: 

 

a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan; 

 

b. kegiatan berskala kecil; dan 

 

c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. 
 

Adapun bagan struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Kecamatan Uluan adalah sebagai berikut: 
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2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Uluan 

A. Sumber Daya Manusia 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Perangkat Daerah 

Kecamatan Uluan memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 20 

(dua puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Sekretaris 

Desa, 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) dan 2 (dua) orang tenaga jasa Kebersihan dan tenaga jasa 

supir. Secara lebih rinci, dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.1.1 Sumber Daya Manusia 

Kantor Kecamatan Uluan Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan 

Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No. Uraian 
Pendidikan 

Jumlah 
SMA D3 S1 S2 

1. Pembina Tk. I (IV/b)     0 

2. Pembina (IV/a)   1 1 2 

3. Penata Tk. I (III/d)   1  1 

3. Penata (III/c)   4  4 

4. Penata Muda Tk. I (III/b)  1 2  3 

5. Penata Muda (III/a)     0 

6. Pengatur (II/c) 1    1 

7. PPPK 1    1 

JUMLAH 2 1 8 1 12 

 

 
KASUBBAG 

PROGRAM DAN 

KEUANGAN 

 

 
KASUBBAG 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

 
KASI 

KETENTRAMAN 

DAN 

KETERTIBAN 

UMUM 

 
KASI 

PEMBANGUNAN 

DAN 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

 
KASI 

PEREKONOMIAN, 

KESRA & 

PEELAYANAN 

UMUM 

 
 

 
KASI TATA 

PEMERINTAHAN 

 
SEKRETARIS 

KEPALA DESA 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

CAMAT 
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Tabel 2.1.2 

SDM Kantor Kecamatan Uluan Berdasarkan Jabatan dan 

Jumlah Pegawai Tahun 2025 

No. Uraian Jabatan Jumlah 

1. Eselon III 2 

2. Eselon IV 6 

3. Staf 3 

4. PPPK 1 

5. Non PNS 2 

 JUMLAH 14 

 
Tabel 2.1.3 

SDM Kantor Kecamatan Uluan Berdasarkan Jenis 

Kelamin Tahun 2025 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 6 

2. Perempuan 8 

 JUMLAH 14 

 

Tabel 2.1.4 

SDM Kantor Kecamatan Uluan yang telah mengikuti Diklat 

Penjenjangan Diklat Pim III dan IV 

 

No. Diklat Pim Jumlah 

1. Pim III 0 

2. Pim IV 0 

 JUMLAH 0 

 

Tabel 2.1.5 

Sarana dan Prasarana berupa ketersediaan sekolah di Wilayah Kecamatan 

Uluan 
 

 
No Uraian Jumlah Lembaga 

1 TK/Paud 12 

2 SD 14 

3 SLTP 2 

4 SMA/SMK 1 

 

Tabel 2.1.6 

Sarana dan Prasarana Kesehatan berupa ketersediaan fasilitas 

kesehatan di Wilayah Kecamatan Uluan 

 

No Sarana Kesehatan Jumlah Keterangan 

1 Puskesmas 2  

2 Poskesdes 17  

3 Posyandu 21  
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B. Pendanaan 

Pendanaan merupakan penyediaan sumber daya keuangan 

yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

dan/atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. Pendanaan mencakup seluruh alokasi 

keuangan yang dialokasikan untuk membiayai 

program/kegiatan yang direncanakan, termasuk belanja modal 

atau pengadaaan barang. 

Sementara itu, pelaksanaan aktual atau hasil nyata dari 

rencana keuangan (anggaran) yang telah ditetapkan sebelumnya 

disebut sebagai realisasi. Biasanya realisasi anggaran disajikan 

dalam bentuk laporan yang membandingkan jumlah anggaran 

dengan jumlah yang benar- benar terealisasi pada suatu periode 

tertentu. 

Untuk lebih jelasnya mengenai pendanaan dan 

realisasinya, dibawah ini disajikan tabel uraian alokasi dan 

realisasi anggaran sepanjang Tahun 2020 s/d Tahun 2024 

berdasarkan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) 

Perangkat Daerah Kecamatan Uluan. 
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Tabel 2.2 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Uluan Tahun 2020 - 2024 
 

 
N 
o 
. 

 

Program 

Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 

 

Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dan Pelayanan 

Publik 

 

N/A 

 

40.392.524 

 

65.297.382 

 

61.461.170 

 

74.475.570  

N/A 

 

37.158.092 

 

55.465.517 

 

 61.231.226 

 

74.475.570 

 

2 

 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Dan 

Kelurahan 

 

N/A 

 

33.820.580 

 

24.443.688 

 

20.784.040 

 

16.826.455 
 

N/A 

 

33.208.777 

 

23.167.898 

 

20.784.040 

 

16.826.455 

 

3 
Program Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 

 

N/A 

 

30.626.331 

 

19.200.00 

 

19.200.000 

 

19.200.000 
 

N/A 

 

30.541.731 

 

19.200.000 

 

17.800.000 

 

18.300.000 

 

4 

 

Program Pembinaan Dan 

Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

 

N/A 

 

21.000.000 

 

23.625.000 

 

25.275.000 

 

18.900.000  

N/A 

 

21.000.000 

 

23.625.000 

 

25.275.000 

 

18.900.000 

 

5 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

N/A 

 

2.180.136.444 

 

2.000.644.741 

 

1.893.810.284 

 

2.128.503.409 
 

N/A 

 

1.949.534.813 

 

1.771.889.3

71 

 

1.766.700.3

60 

 

 

1.941.506.951 

 

JUMLAH 
 

N/A 2.296.590.472 2.133.210.811 2.020.530.494 2.257.905.434 
 

N/A 2.071.443.413 1.893.347.786 1.891.790.626 2.070.008.976 
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C. Sarana dan Prasarana Penunjang 

Kecamatan Uluan telah dilengkapi sarana dan prasarana 

yang diharapkan mampu menciptakan suasana kerja dan 

lingkungan pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu 

menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondisif. 

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut: 

Tabel 2.1.7 

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah 

Tahun 2025 
No Nama Barang Tahun 

Pembelian 

Kondisi 

1 Mobil Dinas 2014 Baik 

2 Sepeda Motor 2012 Baik 

3 Sepeda Motor 2013 Baik 

4 Sepeda Motor 2014 Baik 

5 Sepeda Motor 2017 Baik 

6 Lemari Kayu 2009 Baik 

7 Lemari Kayu 2012 Baik 

8 Lemari Kayu 2016 Baik 

9 Lemari kayu 2016 Baik 

10 Pompa Air 2017 Baik 

11 Filing Kabinet 2005 Rusak 

12 Filing Kabinet 2013 Baik 

13 Filing Kabinet 2013 Baik 

14 Filing Kabinet 2019 Baik 

15 Filing Kabinet 2019 Baik 

16 Mesin absensi 2016 Rusak 

17 Meja Kerja Kayu 2016 Baik 

18 Meja Kerja Kayu 2016 Baik 

19 Meja Kerja Kayu 2016 Baik 

20 Meja Kerja Kayu 2017 Baik 

21 Meja Kerja Kayu 2017 Baik 

22 Meja Kerja Kayu 2019 Baik 

23 Meja Kerja Kayu 2022 Baik 

24 Papan Struktur Organisasi 2013 Baik 

25 Kursi Plastik 2011 Rusak Berat 
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No Nama Barang Tahun 

Pembelian 

Kondisi 

26 Kursi Plastik 2011 Rusak Berat 

27 Kursi Plastik 2012 Baik 

28 Kursi Plastik 2012 Baik 

29 Kursi Plastik 2018 Baik 

30 Meja rapat 2013 Baik 

31 Meja rapat 2013 Baik 

32 Kursi tamu 2017 Baik 

33 Kursi Putar 2012 Baik 

34 Kursi Biasa 2017 Baik 

35 Kursi Biasa 2017 Baik 

36 Kursi Biasa 2022 Baik 

37 Kamera 2014 Rusak 

38 Kamera 2012 Rusak 

39 Proyektor 2022 Baik 

40 Proyektor 2015 Rusak 

41 Wireless 2022 Baik 

42 Aktive speaker 2015 Baik 

43 Aktive speaker 2021 Baik 

44 Genset 2017 Rusak 

45 PC unit 2015 Baik 

46 PC Unit 2016 Baik 

47 Laptop/PC 2022 Baik 

48 Laptop 2013 Baik 

49 Laptop 2013 Rusak 

50 Laptop 2016 Baik 

51 Laptop 2018 Baik 

52 Laptop 2019 Baik 

53 Laptop 2021 Baik 

54 Laptop 2021 Baik 

55 Laptop 2023 Baik 

56 Laptop 2024 Baik 

57 Laptop 2025 Baik 

58 Laptop 2025 Baik 

59 Note Book 2016 Rusak 

60 Printer 2015 Rusak 
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No 

 

Nama Barang 

Tahun 

Pembelian 

 

Kondisi 

61 Printer 2016 Rusak 

62 Printer 2016 Rusak 

63 Printer 2018 Baik 

64 Printer 2019 Baik 

65 Printer 2019 Baik 

66 Printer 2021 Baik 

67 Printer 2021 Baik 

68 Printer 2021 Baik 

69 Printer 2022 Baik 

70 Printer 2023 Baik 

71 Printer 2023 Baik 

72 Printer 2022 Baik 

73 Gedung kantor 1986 Baik 

74 Gedung kantor 2000 Baik 

75 Gedung kantor 2007 Baik 

76 Gedung Pertemuan 2010 Baik 

77 Bangunan Menara 
Telekomunikasi 

2021 Baik 

78 Sumur Resapan 2017 Baik 

79 Lemari Kayu 2009 Baik 

80 Lemari Kayu 2012 Baik 

81 Lemari Kayu 2016 Baik 

82 Lemari Kayu 2016 Baik 

83 Layar Proyektor 2015 Rusak 

84 Jerejak 2013 Baik 

85 Mesin Babat 2014 Rusak 

86 Mesin Babat 2019 Baik 

87 Kasur/Springbed 2018 Baik 

88 Meja Makan Besi 2017 Baik 

89 Sofa 2014 Baik 

90 Lemari Es 2019 Baik 

91 Dispenser 2021 Baik 

92 Dispenser 2022 Baik 

93 Gorden 2016 Baik 

94 Gorden 2021 Baik 
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No Nama Barang Tahun 

Pembelian 

Kondisi 

95 Gorden 2024 Baik 

96 Rumah Dinas 2004 Baik 

 

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Uluan 

Sejauh ini, Perangkat Daerah Kecamatan Uluan telah 

menunjukkan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan publik, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, 

dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. 

Namun, tantangan tetap masih ada, utamanya dalam hal 

pemerataan kualitas layanan di tingkat desa sebagai pintu awal 

layanan di kecamatan. Keterbatasan sumber daya juga masih 

menjadi penghambat ketepatan pelayanan. Walaupun demikian, 

upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan 

inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan 

publik yang lebih responsif dan akuntabel. 

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Uluan 

dari tahun 2022 hingga 2024, berdasarkan target renstra 2021 - 

2026, secara umum telah menunjukkan pencapaian dan 

peningkatan yang cukup baik dengan realisasi diatas 95% selama 

tiga tahun berturut- turut. Hal ini menunjukkan bahwa target 

yang ditetapkan oleh Kecamatan Uluan berhasil direalisasikan 

dengan efektif, meskipun belum mencapai nilai sempurna. 

Beberapa point penting dari capaian kinerja Perangkat 

Daerah Kecamatan Uluan antara lain: 

• Indikator Kinerja Utama senantiasa mengalami peningkatan 

dari tahun-tahun sebelumnya, dengan realisasi yang melebihi  
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target renstra.          

• Dari 5 (lima) indikator sasaran, terdapat 1 (satu) indikator 

sasaran yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 

• Berdasarkan data yang ada, indikator Nilai Evaluasi SAKIP 

selalu menunjukkan tren perbaikan dari tahun 2022 sampai 

dengan tahun 2024. 

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan, sasaran, program, 

indikator, target dan realisasinya, serta kondisi pendanaan dan 

realisasi anggaran Tahun 2020 – 2025, dapat dilihat pada 2.4 

yang disajikan dibawah ini. 
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TABEL 2.4 

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN ULUAN TAHUN 2020 - 2024 

 

 

No. 

 

Tujuan/ Sasaran / 

Program 

 

Indikator Kinerja Utama/ Sasaran/ 

Program 

Target Realisasi 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Terwujudnya kualitas 

dan akuntabilitas 

pelayanan 

pemerintahan di 

kecamatan 

Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan di 

Kecamatan 
N/A N/A 100 100 100 N/A 100 100 100 100 

2 Persentase layanan administrasi pemerintahan umum N/A N/A 100 100 100 N/A 100 100 100 100 

3 
Meningkatnya kinerja ASN 

yang profesional dalam 

pelayanan publik di 

kecamatans 

Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas publik 
N/A 100 100 100 88 100 100 100 100 100 

4 
Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan 

masyarakat desa 
N/A 100 100 100 84 100 100 100 100 100 

5 Persentase desa yang melaksanakan tertib 
administrasi 

N/A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Persentase layanan administrasi yang tertangani N/A 100 100 100 87 100 100 100 100 100 

7 
Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan Dan Pelayanan 

Publik 

Cakupan penyelenggaraan pelayanan 
publik di Kecamatan 

N/A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 
Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Dan 

Kelurahan 

Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan 

Masyarakat desa dan Kelurahan 
N/A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 
Program Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

Umum 

Persentase desa/kelurahan tertib 

administrasi Pemerintahan Umum 
N/A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10 
Program Pembinaan Dan 

Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

Persentase desa tertib administrasi Pemerintahan 

desa 

N/A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11 
Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah 
daerah 

N/A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

12 
 

Nilai Evaluasi SAKIP N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 100 100 100 
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2.1.4     Kelompok Sasaran Pelayanan 

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan 

Uluan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Uluan adalah : 

a) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam 

pemberdayaan masyarakat; menyangkut pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan 

b) Menjalin kerja sama dan koordinasi dalam menjamin 

keamanan dan ketertiban wilayah 

c) Memfasilitasi desa dalam peningkatan dan pemberdayaaan 

aparatur dan lembaga-lembaga desa, PKK, BPD, LKMD 

d) Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap 

pemerintahan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan 

desa dengan ADD dan Dana Desa 

e) Melaksanakan koordinasi dengan pihak ketiga dalam 

pemberdayaan desa 

f) Memfasilitasi lembaga dan panitia dalam penyaluran hak-hak 

politik rakyat 

g) Memfasilitasi desa dalam menyelesaikan sengketa desa 

 

h) Melaksanakan pemberian informasi 

i) Melaksanakan verifkasi dan melakukan rekomendasi untuk 

pemberian izin- izin 

j) Membuat dan memelihara Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
 

k) Memelihara bahu jalan 

l) Pemeliharaan desa binaan 
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2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN ULUAN 

Dalam proses pencapaian tujuan, analisis potensi tantangan dan 

peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Uluan dalam 

5 (lima) tahun ke depan sangat perlu dilakukan. Berikut ini diuraikan 

beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi, yaitu: 

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Uluan 

  Dalam pelaksanaan tugasnya, beberapa permasalahan yang 

dihadapi Kecamatan Uluan antara lain sebagai berikut: 

1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan 

berbagai kepentingan dan seringkali saling bertentangan, dan hal 

tersebut harus ditampung dan diperhatikan; 

2. Kemajuan teknologi terutama Teknologi Informasi memaksa 

birokrasi untuk menyediakan layanan yang murah, mudah, cepat, 

akurat kepada masyakarat; 

3. Era keterbukaan informasi publik menuntut informasi layanan 

masyarakat dilakukan secara transparan dan menyeluruh; 

4. Makin besarnya tantangan terkait semakin tingginya dan semakin 

beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus 

ditampung dan ditindaklanjuti; 

5. Adanya dana pembangunan dan pemberdayaan di desa dari 

Pemerintah Pusat menuntut Kecamatan untuk semakin bijak 

melakukan koordinasi dan pembangunan yang merata di seluruh 

wilayah Kecamatan; 

6. Penggunaan Teknologi Informasi dalam setiap proses perencanaan 

sampai pelaporan pelaksanaan kegiatan menuntut peningkatan 

kapasitas aparatur dan sarana prasarana mulai dari 
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pemerintahan Kecamatan sampai ke pemerintahan desa dan 

kelurahan yang sampai saat ini masih rendah; 

7. Latar belakang pendidikan PNS di Lingkungan Desa masih belum 

memadai dan perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi SDM Desa dan Kecamatan; 

2.2.2 Isu Strategis 
 

Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa peluang yang 

dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Uluan dalam rangka 

pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut: 

1. Peningkatan     kualitas     pelayanan     dengan    penggunaan    

Teknologi    Informasi (egoverment) sudah mulai dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten, sehingga pemerintahan Kecamatan memiliki 

gambaran tentang penerapan Teknologi Informasi dalam penyediaan 

layanan kepada masyarakat; 

2. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, proses penerimaan ASN yang 

dilakukan secara transparan mendukung ketersediaan Sumber 

Daya aparatur yang muda, berpikir maju, dan inovatif sehingga 

diharapkan dapat menyumbangkan energi positif dalam perubahan 

ke arah yang lebih baik; 

3.  Adanya dana khusus dari Pemerintah Pusat yang menjadi sumber 

pembiayaan utama di desa dan kelurahan sangat mendukung 

pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat 

sampai ke pelosok desa; 

4. Ketersediaan layanan Internet sampai ke pelosok desa mendukung 

luasnya informasi yang dapat diakses masyarakat sampai ke 

pelosok desa; 
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5. Tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki filosofi Dalihan 

Natolu yang menyelesaikan setiap permasalahan dengan 

kekeluargaan; 

6. Letak Kecamatan Uluan yang merupakan berdekatan dengan 

industry, dapat diakses ke berbagai arah; 

7. Hubungan yang harmonis antara instansi terkait dan para 

pemangku kepentingan (Stake Holders); 

8. Terlaksananya koordinasi yang optimal dari berbagai seksi untuk 

meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat; 

9. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja 

pemerintah Kecamatan, desa sehingga mendorong masyarakat 

partisipasi dalam program dan kegiatan pembangunan. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Uluan 

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025 – 2029 merupakan 

penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. 

Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam 

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran 

Pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang 

ingin dicapai dalam Periode Renstra Tahun 2025 – 2029. Renstra 

ini merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai 

dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk 

mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara 

sasaran  RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal 

yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana 

pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program 

oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Maka dalam 

Perumusan Tujuan Renstra Kecamatan akan diselaraskan dengan 

misi, tujuan/saran daerah dengan  memperhatikan tugas pokok 

dan fungsi kecamatan. Pada tabel 3.1 dapat dilihat Misi, 

tujuan/sasaran daerah dalam RPJMD Kabupaten 2025 – 2029 

relevan dalam perumusan Tujuan sasaran renstra kecamatan. 
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TABEL 3.1. TUJUAN DAN SASARAN MISI 4 RPJMD KABUPATEN TOBA 

 

Misi Tujuan Sasaran 

Mewujudkan Tata 
Kelola Pemerintahan 
yang Baik dan Bersih 
Sebagai Pelayan 
(Parhobas) Rakyat 

Terwujudnya Tata Kelola 

Pemerintahan Yang Berkualitas 

untuk mendukung pelayanan 

publik yang berkualitas  

Meningkatnya 

akuntabiltas kinerja 

pemerintah daerah 

 

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Uluan 

Kabupaten toba Tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan Publik”. Dan yang menjadi indikator tujuan 

Renstra Kecamatan uluan adalah “Indeks Kepuasan 

Masyarakat” dengan target yang telah ditentukan dalam 

RPJMD Kabupaten Toba. Untuk mengoptimalkan pencapaian 

dan tujuan sebagaimana dimaksud diatas maka sasaran yang 

harus dicapai dirumuskan sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kewenangan yang 

dilimpahkan KDH; 

2. Meningkatnya Pembinaan Pemerintah Desa 

3. Meningkatkanya Pemberdayaan Masyarakat 

4. Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 

Perangkat Daerah; 

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat Tujuan, Sasaran dan Indikator 

Renstra Kecamatan Uluan. 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran 

Renstra Kecamatan Uluan 2025 – 2029 

Pemerintah Kabupaten Toba 

 

NSPK DAN 
SASARAN RPJMD 

YANG RELEVAN 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 
BASELINE 

2024 

TARGET TAHUN 

KETERANGAN 
2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Uluan 

- Meningkatnya 
akuntabiltas kinerja 
pemerintah daerah 
- Meningkatnya kepatuhan 
masyarakat terhadap 
peraturan daerah 

Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
publik 

  

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (Nilai) 

- - 76,60 78,84 81,13 83,49 88,40   

  Meningkatnya kualitas 
pelaksanaan kewenangan 
yang dilimpahkan KDH 

Kesesuaian layanan 
dengan SOP (%) 

0 0 100 100 100 100 100   

  Meningkatnya pembinaan 
pemerintah desa 

Tingkat Pembinaan 
Desa  (%) 

100 100 100 100 100 100 100   

  Meningkatnya 
pemberdayaan 
masyarakat 

Tingkat 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan (%) 

100 100 100 100 100 100 100   

  Meningkatnya 
Pelaksanaan Tugas Pokok 
dan Fungsi Perangkat 
Daerah 

Nilai Evaluasi Internal 
AKIP (Angka) 

65,25 70,06 72,10 74,10 76,10 78,10 80,10   
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3.2 Strategi Renstra Kecamatan Uluan 

Strategi merupakan suatu rencana komprehensif atau pola tindakan yang 

dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan memanfaatkan sumber 

daya yang ada secara efektif dan efisien. Strategi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran Renstra menjadi bagian penting dari implementasi perencanaan 

pembangunan daerah. 

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Toba, strategi pembangunan tidak 

hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan 

arah kebijakan jangka panjang. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan 

memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh 

terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Toba. Faktor 

internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan 

daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal  

meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, 

serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. 

Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam 

perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam 

penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang 

daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Toba 

secara efektif dan berkelanjutan. 

Dengan berlandaskan visi misi RPJMD Kabupaten Toba 2025 – 2029, 

Perangkat Daerah Kecamatan Uluan menentukan penahapan strategi Renstra 

seperti yang disajikan berikut ini. 
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TABEL 3.3 PENAHAPAN RENSTRA KECAMATAN ULUAN 

      

  
TAHAP I TAHAP I TAHAP III TAHAP IV TAHAP V 

2026 2027 2028 2029 2030 

RPJMD 
Peningkatan tata 

kelola 
pemerintahan  

Meningkatkan 
kualitas 

pelayanan 
publik; 

Meningkatkan 
pemerataan dan 

kualitas 
pelayanan 

publik; 

Pemantapan 
kualitas 

pelayanan 
publik; 

Perwujudan Toba 
Mantap sebagai 

landasan menuju 
Toba Unggul, 

Maju dan 
Berkelanjutan 

Renstra 
Kecamatan 

Penyiapan 
landasan untuk 
penyelenggaraan 
pemerintahan, 
pembangunan 
dan pelayanan 

masyarakat yang 
berkualitas untuk 
mendukung Toba 

Mantap 

Peningkatan 
penyelelenggara

an 
pemerintahan, 
pembangunan 
dan pelayanan 

masyarakat 
yang berkualitas 

Percepatan 
penyelenggaraa
n pemerintahan, 
pembangunan 
dan pelayanan 

masyarakat 
yang berkualitas 

Pemantapan 
penyelenggaraa
n pemerintahan, 
pembangunan 
dan pelayanan 

masyarakat 
yang berkualitas 

Terwujudnya 
penyelenggaraan 
pemerintahan, 
pembangunan 

dan pelayananan 
masyarakat yang 
mendukung Toba 

Mantap 

 

3.3 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Uluan 

Arah kebijakan merupakan tindak lanjut untuk mengarahkan 

perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan 

sasaran. Selanjutnya, dengan ketiadaan lokasi fokus (lokus) pada 

periode Renstra 2025 – 2029 ini, strategi seperti yang telah dijelaskan 

diatas kemudian diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman 

yang lebih konkret dalam bentuk apa yang ingin dicapai Perangkat Paerah 

Kecamatan Uluan. Arah kebijakan ini mencakup prioritas kinerja pelayanan 

serta langkah- langkah implementatif yang harus dijalankan oleh Perangkat 

Daerah Kecamatan Uluan. Adapun arah kebijakan yang diambil untuk 

mendukung tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Uluan adalah sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan kualitas (kecepatan, ketepatan dan efisiensi) 

layanan perizinan dan non-perizinan yang ada; 

2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa 

melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, bimbingan teknis 
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serta monitoring dan evaluasi; 

3. Optimalisasi pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan 

yang ada di desa dengan pendekatan partisipatif; 

4. Peningkatan Sistem Perencanaan, Pengukuran Kinerja, 

Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta memanfaatkan hasil 

evaluasi kinerja sebagai bahan acuan dalam perencanaan dan 

perbaikan kinerja; 

5. Pemeliharaan dan optimalisasi sarana dan prasarana 

pendukung yang ada; 

6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan TNI, Polri dan 

instansi vertikal lainnya yang ada di Kecamatan Uluan. 
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BAB IV 

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, 

DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Dalam penyusunan Renstra perangkat daerah, salah satu bagian 

kunci adalah penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja 

penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari 

sasaran yang merupakan wujud operasionalisasi rencana strategis ke 

dalam bentuk yang tindakan yang lebih nyata. 

4.1 Uraian Program 

Sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih serta tujuan 

dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029, program yang 

ditentukan untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Uluan adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Program dan Indikator 

 

No. Program Indikator 

1. Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik 

Kesesuaian layanan 

dengan SOP 

2. Program Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 

Tingkat Pemberdayaan 
Lembaga Kemasyarakatan 

3. Program Koordinasi 
Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 

Tingkat Penanganan 
Gangguan Trantibum 

Kecamatan 

4. Program Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 
Umum 

Tingkat Pembinaan Desa 

5. Program Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

Tingkat Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

Umum 
 

6. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

Nilai Evaluasi Internal 

AKIP 
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4.2 Uraian Kegiatan 

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang 

dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang 

langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu 

urusan pemerintahan. Dengan kata lain, kegiatan adalah turunan dari 

program dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Adapun 

kegiatan-kegiatan yang ditentukan Perangkat Daerah Kecamatan Uluan 

pada renstra periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan,   Penganggaran,   dan  Evaluasi   Kinerja 

Perangkat Daerah; 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah; 

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah; 

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 

Kecamatan; 

9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 

Camat; 

10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; 

11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan; 

12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum; 
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13. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 

 Penugasan Kepala Daerah; 

14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa. 

4.3 Uraian Subkegiatan Berserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu 

Indikatif 

 Sub kegiatan adalah bagian dari suatu kegiatan yang terdiri dari 

satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang telah 

ditetapkan dalam kegiatan tersebut.  

 Sub kegiatan merupakan rincian dari suatu pekerjaan dan dapat 

mencakup beberapa pekerjaan atau menjadi bagian dari pengadaan. 

Subkegiatan pada dasarnya disusun untuk menjadi dasar penyusunan 

rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung 

kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. 

 Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Kecamatan Uluan 

dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Subkegiatan, Indikator, Target dan 

Pagu Indikatif Kecamatan Uluan dalam 5 (lima) tahun kedepan, 

diuraikan dalam tabel 4.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



NSPK DAN 

SASARAN RPJMD 

YANG RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)

Meningkatnya kualitas 

pelaksanaan 

kewenangan yang 

Kesesuaian layanan dengan SOP (%)

Meningkatnya 

pelaksanaan 

kewenangan yang 

dilimpahkan KDH

Kesesuaian layanan dengan SOP (%) 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan di tingkat 

kecamatan

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan 

Instansi Vertikal Terkait (Laporan)

7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan 

Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan 

Instansi Vertikal Terkait (Laporan)

7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan 

Instansi Vertikal Terkait

Meningkatnya 

ketersediaan SOP 

pelayanan publik

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang 

Dilaksanakan (Dokumen)

7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan 

pada Urusan Pemerintahan (Laporan)

7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang 

Dilaksanakan (Dokumen)

7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha

Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan 

pada Urusan Pemerintahan (Laporan)

7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Meningkatnya 

ketenteraman dan 

ketertiban di wilayah 

kecamatan

Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum 

Kecamatan (%)

7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

TABEL 4.2 PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RENSTRA KECAMATAN ULUAN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Uluan

 - Meningkatnya 

akuntabiltas kinerja 

pemerintah daerah

 - Meningkatnya 

kepatuhan masyarakat 

terhadap peraturan 

daerah
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NSPK DAN 

SASARAN RPJMD 

YANG RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Meningkatnya kepatuhan 

terhadap Peraturan 

Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 

di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Laporan)

7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan 

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya 

di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Laporan)

7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan 

Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia

Meningkatnya 

pelaksanaan 

penyelenggaraan 

urusan Pemerintahan 

Tingkat Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum (%)

7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN 

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Meningkatnya 

pelaksanaan 

penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan Umum di 

Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 

Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 

Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 

Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat 

Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna 

Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, 

Regional, dan Nasional (Orang)

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 

Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional dalam rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan 

Keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (Orang)

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala 

Daerah
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NSPK DAN 

SASARAN RPJMD 

YANG RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional dalam rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan 

Keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (Orang)

7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam 

rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, 

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 

Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat 

Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna 

Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, 

Regional, dan Nasional (Orang)

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan 

Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, 

Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 

Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan 

Nasional

Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi 

Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)

7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum 

Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Meningkatnya 

pembinaan 

pemerintah desa

Tingkat Pembinaan Desa  (%)

Meningkatnya 

pembinaan desa

Tingkat Pembinaan Desa  (%) 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Meningkatnya kualitas 

pemerintahan desa

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 

Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)

7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan 

Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 

Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)

7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan 

Desa di Wilayahnya

Meningkatnya 

pemberdayaan 

masyarakat

Tingkat Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan (%)

Meningkatnya 

pemberdayaan 

masyarakat

Tingkat Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan (%)

7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Meningkatnya 

pemberdayaan desa

Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan  (Laporan)

7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa

Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan  (Laporan)

7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas 

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan
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NSPK DAN 

SASARAN RPJMD 

YANG RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Meningkatnya 

pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan tingkat 

kecamatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 

Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)

7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 

Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)

7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga 

Kemasyarakatan

Meningkatnya 

Pelaksanaan Tugas 

Pokok dan Fungsi 

Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)

Meningkatnya 

akuntabilitas 

pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi 

Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka) 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya 

pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah  (Dokumen)

7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

(Laporan)

7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah  (Dokumen)

7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

(Laporan)

7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Meningkatnya 

administrasi keuangan 

Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN (Orang/bulan)

7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN (Orang/bulan)

7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Meningkatnya 

administrasi umum 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan (Dokumen)

7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)

7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan (Paket)

7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 

Daerah
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NSPK DAN 

SASARAN RPJMD 

YANG RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan (Paket)

7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan (Paket)

7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan (Paket)

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan (Dokumen)

7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)

7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tersedianya barang 

penunjang urusan 

Pemerintah Daerah

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 

(Unit)

7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (Unit)

7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan (Unit)

7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan (Unit)

7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 

(Unit)

7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Disediakan (Unit)

7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan (Unit)

7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan (Unit)

7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya
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NSPK DAN 

SASARAN RPJMD 

YANG RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
PROGRAM / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN
KETERANGAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Tersedianya jasa 

penunjang urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

(Laporan)

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

(Laporan)

7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)

7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Terpeliharanya BMD 

penunjang urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya (Unit)

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara  (Unit)

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya (Unit)

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 

Dipelihara  (Unit)

7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7.01 -  KECAMATAN 2.410.724.000,00 2.645.152.000,00 2.638.103.000,00 2.712.587.000,00 2.844.015.000,00

7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

2.295.524.000,00 2.460.152.000,00 2.470.503.000,00 2.521.387.000,00 2.629.015.000,00

Meningkatnya akuntabilitas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Perangkat Daerah

Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka) 65,25 72,10 2.295.524.000,00 74,10 2.460.152.000,00 76,10 2.470.503.000,00 78,10 2.521.387.000,00 80,10 2.629.015.000,00

7.01.0.00.0.00.11.0

000 - Kecamatan 

Uluan

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

6.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 13.000.000,00

Meningkatnya pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)

22 6.000.000,00 22 8.000.000,00 23 8.000.000,00 22 10.000.000,00 22 13.000.000,00

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah  (Dokumen)
0 4 4 4 4 5

7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00

Tersusunnya Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah  (Dokumen)
0 4 3.000.000,00 4 4.000.000,00 4 4.000.000,00 4 5.000.000,00 5 6.500.000,00

7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)

22 3.000.000,00 22 4.000.000,00 23 4.000.000,00 22 5.000.000,00 22 6.500.000,00

7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah
2.046.452.000,00 2.072.349.000,00 2.098.764.000,00 2.125.707.000,00 2.153.189.000,00

Meningkatnya administrasi keuangan 

Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 

dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
0 19 2.046.452.000,00 19 2.072.349.000,00 19 2.098.764.000,00 19 2.125.707.000,00 19 2.153.189.000,00

7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN
2.046.452.000,00 2.072.349.000,00 2.098.764.000,00 2.125.707.000,00 2.153.189.000,00

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 

dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
0 19 2.046.452.000,00 19 2.072.349.000,00 19 2.098.764.000,00 19 2.125.707.000,00 19 2.153.189.000,00

7.01.01.2.06 - Administrasi Umum 

Perangkat Daerah
84.000.000,00 117.038.000,00 118.376.000,00 132.914.000,00 157.552.000,00

Meningkatnya administrasi umum 

Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD (Laporan)

0 2 84.000.000,00 2 117.038.000,00 2 118.376.000,00 2 132.914.000,00 2 157.552.000,00

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan (Paket)
0 2 2 2 2 2

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / 

OUTCOME / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT
BASELINE 

TAHUN 2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT 

DAERAH
KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan (Dokumen)

0 1 1 1 1 1

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

(Paket)

0 3 3 3 3 3

7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan 

Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.000.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 23.000.000,00 25.000.000,00

Tersedianya Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

(Paket)

0 3 7.000.000,00 3 20.000.000,00 3 22.000.000,00 3 23.000.000,00 3 25.000.000,00

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan 

Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000,00 12.038.000,00 10.376.000,00 12.914.000,00 19.552.000,00

Tersedianya Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan (Paket)
0 2 5.000.000,00 2 12.038.000,00 2 10.376.000,00 2 12.914.000,00 2 19.552.000,00

7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan 

Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

2.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00

Tersedianya Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang 

Disediakan (Dokumen)

0 1 2.000.000,00 1 5.000.000,00 1 6.000.000,00 1 7.000.000,00 1 8.000.000,00

7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

70.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 105.000.000,00

Terlaksananya Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD (Laporan)

0 2 70.000.000,00 2 80.000.000,00 2 80.000.000,00 2 90.000.000,00 2 105.000.000,00

7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

36.800.000,00 97.000.000,00 89.000.000,00 93.000.000,00 134.000.000,00

Tersedianya barang penunjang 

urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan (Unit)
0 5 36.800.000,00 5 97.000.000,00 5 89.000.000,00 5 93.000.000,00 5 134.000.000,00

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 

(Unit)
0 5 5 5 5 5

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Disediakan (Unit)

0 0 1 1 1 1

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang Disediakan 

(Unit)

0 5 5 5 5

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan (Unit)

0 5 5 5 5 5

7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 28.000.000,00 34.000.000,00

Tersedianya Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

yang Disediakan (Unit)

0 0 0,00 1 27.000.000,00 1 27.000.000,00 1 28.000.000,00 1 34.000.000,00

7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 1.500.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,00 24.000.000,00

Tersedianya Mebel
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 

(Unit)
0 5 1.500.000,00 5 20.000.000,00 5 15.000.000,00 5 16.000.000,00 5 24.000.000,00

7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya
35.300.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 31.000.000,00 38.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / 

OUTCOME / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT
BASELINE 

TAHUN 2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT 

DAERAH
KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Tersedianya Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan (Unit)
0 5 35.300.000,00 5 25.000.000,00 5 30.000.000,00 5 31.000.000,00 5 38.000.000,00

7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan 

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

0,00 5.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 18.000.000,00

Tersedianya Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan (Unit)

0 5 0,00 5 5.000.000,00 5 7.000.000,00 5 8.000.000,00 5 18.000.000,00

7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan 

Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00

Tersedianya Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang Disediakan 

(Unit)

0 0,00 5 20.000.000,00 5 10.000.000,00 5 10.000.000,00 5 20.000.000,00

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

67.000.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00 70.000.000,00

Tersedianya jasa penunjang urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan (Laporan)

0 3 67.000.000,00 3 68.000.000,00 3 68.000.000,00 3 68.000.000,00 3 70.000.000,00

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan (Laporan)

0 2 2 2 2 2

7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik

7.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00

Tersedianya Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan (Laporan)

0 3 7.000.000,00 3 8.000.000,00 3 8.000.000,00 3 8.000.000,00 3 10.000.000,00

7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor
60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan (Laporan)

0 2 60.000.000,00 2 60.000.000,00 2 60.000.000,00 2 60.000.000,00 2 60.000.000,00

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

55.272.000,00 97.765.000,00 88.363.000,00 91.766.000,00 101.274.000,00

Terpeliharanya BMD penunjang 

urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

0 55.272.000,00 3 97.765.000,00 3 88.363.000,00 3 91.766.000,00 3 101.274.000,00

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 

(Unit)

0 4 4 4 4

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

0 3 3 3 3 3

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara  (Unit)
0 20 20 20 20 20

7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

49.272.000,00 49.765.000,00 50.263.000,00 50.766.000,00 51.274.000,00

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 

(Unit)

0 4 49.272.000,00 4 49.765.000,00 4 50.263.000,00 4 50.766.000,00 51.274.000,00

7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya
4.000.000,00 18.000.000,00 18.100.000,00 19.000.000,00 25.000.000,00

PERANGKAT 

DAERAH
KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / 

OUTCOME / KEGIATAN / 
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INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Terlaksananya Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Dipelihara  (Unit)
0 20 4.000.000,00 20 18.000.000,00 20 18.100.000,00 20 19.000.000,00 20 25.000.000,00

7.01.01.2.09.0009 - 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

2.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 12.500.000,00

Terlaksananya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

0 3 2.000.000,00 3 5.000.000,00 3 15.000.000,00 3 15.000.000,00 3 12.500.000,00

7.01.01.2.09.0011 - 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00 12.500.000,00

Terlaksananya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

0 0,00 3 25.000.000,00 3 5.000.000,00 3 7.000.000,00 3 12.500.000,00

7.01.02 - PROGRAM 

PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK

25.000.000,00 44.000.000,00 30.400.000,00 36.000.000,00 37.000.000,00

Meningkatnya pelaksanaan 

kewenangan yang dilimpahkan KDH
Kesesuaian layanan dengan SOP (%) 0 100 25.000.000,00 100 44.000.000,00 100 30.400.000,00 100 36.000.000,00 100 37.000.000,00

7.01.0.00.0.00.11.0

000 - Kecamatan 

Uluan

7.01.02.2.01 - Koordinasi 

Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

23.000.000,00 40.000.000,00 28.000.000,00 32.000.000,00 33.000.000,00

Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan di 

tingkat kecamatan

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkait (Laporan)

0 1 23.000.000,00 1 40.000.000,00 1 28.000.000,00 1 32.000.000,00 1 33.000.000,00

7.01.02.2.01.0001 - 

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

dengan Perangkat Daerah dan 

Instansi Vertikal Terkait

23.000.000,00 40.000.000,00 28.000.000,00 32.000.000,00 33.000.000,00

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkait

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 

Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Pemerintahan dengan 

Perangkat Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkait (Laporan)

0 1 23.000.000,00 1 40.000.000,00 1 28.000.000,00 1 32.000.000,00 1 33.000.000,00

7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang Dilimpahkan 

kepada Camat

2.000.000,00 4.000.000,00 2.400.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Meningkatnya ketersediaan SOP 

pelayanan publik

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Nonperizinan pada Urusan 

Pemerintahan (Laporan)

0 4 2.000.000,00 4 4.000.000,00 4 2.400.000,00 4 4.000.000,00 4 4.000.000,00

Jumlah Dokumen Non Perizinan 

Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)
0 1 4 4 4 4

7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan 

Urusan Pemerintahan yang Terkait 

dengan Pelayanan Perizinan Non 

Usaha

1.000.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Terlaksananya Urusan Pemerintahan 

yang Terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha

Jumlah Dokumen Non Perizinan 

Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)
0 1 1.000.000,00 4 2.000.000,00 4 1.200.000,00 4 2.000.000,00 4 2.000.000,00

7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan 

Urusan Pemerintahan yang terkait 

dengan Nonperizinan

1.000.000,00 2.000.000,00 1.200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / 

OUTCOME / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT
BASELINE 

TAHUN 2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030
PERANGKAT 

DAERAH
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Terlaksananya Urusan Pemerintahan 

yang Terkait dengan Nonperizinan

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Nonperizinan pada Urusan 

Pemerintahan (Laporan)

0 4 1.000.000,00 4 2.000.000,00 4 1.200.000,00 4 2.000.000,00 4 2.000.000,00

7.01.03 - PROGRAM 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DESA DAN KELURAHAN

21.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 44.000.000,00 47.000.000,00

Meningkatnya pemberdayaan 

masyarakat

Tingkat Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan (%)
0 100 21.000.000,00 100 35.000.000,00 100 40.000.000,00 100 44.000.000,00 100 47.000.000,00

7.01.0.00.0.00.11.0

000 - Kecamatan 

Uluan

7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa
17.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 23.000.000,00

Meningkatnya pemberdayaan desa

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan  

(Laporan)

0 17 17.000.000,00 17 25.000.000,00 17 20.000.000,00 17 22.000.000,00 17 23.000.000,00

7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan 

Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan

17.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 23.000.000,00

Meningkatnya Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 

Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan  

(Laporan)

0 17 17.000.000,00 17 25.000.000,00 17 20.000.000,00 17 22.000.000,00 17 23.000.000,00

7.01.03.2.03 - Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 

Kecamatan

4.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 24.000.000,00

Meningkatnya pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan tingkat 

kecamatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 

yang Diselenggarakan (Lembaga 

Kemasyarakatan)

3 4.000.000,00 3 10.000.000,00 20.000.000,00 5 22.000.000,00 5 24.000.000,00

7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan 

Lembaga Kemasyarakatan
4.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 24.000.000,00

Terselenggaranya Lembaga 

Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 

yang Diselenggarakan (Lembaga 

Kemasyarakatan)

3 4.000.000,00 3 10.000.000,00 20.000.000,00 5 22.000.000,00 5 24.000.000,00

7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI 

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 

UMUM

6.000.000,00 19.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00

Meningkatnya ketenteraman dan 

ketertiban di wilayah kecamatan

Tingkat Penanganan Gangguan 

Trantibum Kecamatan (%)
0 100 6.000.000,00 100 19.000.000,00 100 10.000.000,00 100 15.000.000,00 100 20.000.000,00

7.01.0.00.0.00.11.0

000 - Kecamatan 

Uluan

7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan 

dan Penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah

6.000.000,00 19.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00

Meningkatnya kepatuhan terhadap 

Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat Daerah yang Tugas 

dan Fungsinya di Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Laporan)

0 1 6.000.000,00 1 19.000.000,00 1 10.000.000,00 1 15.000.000,00 1 20.000.000,00

7.01.04.2.02.0001 - 

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat 

Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-Undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia

6.000.000,00 19.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00

PERANGKAT 

DAERAH
KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / 

OUTCOME / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT
BASELINE 

TAHUN 2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat Daerah yang Tugas 

dan Fungsinya di Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia

Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi 

dengan Perangkat Daerah yang Tugas 

dan Fungsinya di Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-Undangan 

dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Laporan)

0 1 6.000.000,00 1 19.000.000,00 1 10.000.000,00 1 15.000.000,00 1 20.000.000,00

7.01.05 - PROGRAM 

PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM

43.200.000,00 57.000.000,00 57.200.000,00 61.200.000,00 71.000.000,00

Meningkatnya pelaksanaan 

penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan Umum di kecamatan

Tingkat Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum (%)
0 100 43.200.000,00 100 57.000.000,00 100 57.200.000,00 100 61.200.000,00 100 71.000.000,00

7.01.0.00.0.00.11.0

000 - Kecamatan 

Uluan

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan Umum Sesuai 

Penugasan Kepala Daerah

43.200.000,00 57.000.000,00 57.200.000,00 61.200.000,00 71.000.000,00

Meningkatnya pelaksanaan 

penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan Umum di kecamatan

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pembinaan Kerukunan Antar Suku 

dan Intra Suku , Umat Beragama, 

Ras, dan Golongan Lainnya Guna 

Mewujudkan Stabilitas Keamanan 

Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)

0 500 43.200.000,00 500 57.000.000,00 500 57.200.000,00 500 61.200.000,00 500 71.000.000,00

Jumlah Dokumen Tugas Forum 

Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 

(Dokumen)

0 1 1 1 1 1

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan Pancasila, 

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal 

Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Orang)

0 500 500 500 500 500

7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan 

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Nasional dalam rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal 

Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia

10.000.000,00 16.000.000,00 18.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00

Terlaksananya Pembinaan Wawasan 

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

dalam rangka Memantapkan 

Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 

serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 

Ketahanan Nasional dalam rangka 

Memantapkan Pengamalan Pancasila, 

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal 

Ika serta Pemertahanan dan 

Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Orang)

0 500 10.000.000,00 500 16.000.000,00 500 18.000.000,00 500 20.000.000,00 500 25.000.000,00

BIDANG URUSAN / PROGRAM / 

OUTCOME / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT
BASELINE 

TAHUN 2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030
PERANGKAT 

DAERAH
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TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan 

Kerukunan Antar Suku dan Intra 

Suku, Umat Beragama, Ras, dan 

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 

Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, 

dan Nasional

14.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 22.000.000,00 25.000.000,00

Terlaksananya Pembinaan 

Kerukunan Antar Suku dan Intra 

Suku, Umat Beragama, Ras, dan 

Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 

Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, 

dan Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Pembinaan Kerukunan Antar Suku 

dan Intra Suku , Umat Beragama, 

Ras, dan Golongan Lainnya Guna 

Mewujudkan Stabilitas Keamanan 

Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)

0 500 14.000.000,00 500 20.000.000,00 500 20.000.000,00 500 22.000.000,00 500 25.000.000,00

7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan 

Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di 

Kecamatan

19.200.000,00 21.000.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 21.000.000,00

Terlaksananya Tugas Forum 

Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Jumlah Dokumen Tugas Forum 

Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 

(Dokumen)

0 1 19.200.000,00 1 21.000.000,00 1 19.200.000,00 1 19.200.000,00 1 21.000.000,00

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN 

DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 

DESA

20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00

Meningkatnya pembinaan desa Tingkat Pembinaan Desa  (%) 0 100 20.000.000,00 100 30.000.000,00 100 30.000.000,00 100 35.000.000,00 100 40.000.000,00

7.01.0.00.0.00.11.0

000 - Kecamatan 

Uluan

7.01.06.2.01 - Fasilitasi, 

Rekomendasi dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa

20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00

Meningkatnya kualitas pemerintahan 

desa

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 

Pendampingan Desa di Wilayahnya 

(Laporan)

0 17 20.000.000,00 17 30.000.000,00 17 30.000.000,00 17 35.000.000,00 17 40.000.000,00

7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi 

Pendampingan Desa di Wilayahnya
20.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00

Terlaksananya Koordinasi 

Pendampingan Desa di Wilayahnya

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 

Pendampingan Desa di Wilayahnya 

(Laporan)

0 17 20.000.000,00 17 30.000.000,00 17 30.000.000,00 17 35.000.000,00 17 40.000.000,00

KETERANGAN2026 2027 2028 2029 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / 

OUTCOME / KEGIATAN / 

SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT
BASELINE 

TAHUN 2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT 

DAERAH
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4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program 

Prioritas Pembangunan Daerah 

Sub Kegiatan Prioritas merupakan rangkaian aktivitas 

teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan 

berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program 

prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan 

isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan 

pendanaan daerah. Daftar Subkegiatan Prioritas Perangkat 

Daerah Kecamatan Uluan dalam mendukung Program Prioritas 

Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5 

dibawah ini.
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TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM 

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA KECAMATAN ULUAN 2025-2029 

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA 
 

NO 
PROGRAM 

PRIORITAS 
OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN 

(01) (02) (03) (04) (05) 

7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Uluan 

1. 7.01.01 - PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Meningkatnya 

akuntabilitas 
pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi 

Perangkat Daerah 

7.01.01.2.01 - Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

  

  7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

  

  7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
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4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran 

Renstra Kecamatan Uluan Tahun 2025 – 2029 Melalui 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah 

ukuran keberhasilan utama yang secara langsung 

mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis 

perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan 

dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah dan diigunakan 

untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan 

hanya aktivitas rutin. Adapun Indikator Kinerja Utama 

Kecamatan Kecamatan Uluan dijelaskan pada tabel dibawah ini. 
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TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA 

RENSTRA KECAMATAN ULUAN 2025-2029 

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA 

 

NO INDIKATOR SATUAN 
BASELINE 

TAHUN 

2024 

TARGET TAHUN 
KETERANGAN 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

1. 7.01.0.00.0.00.11.0000 - 

Kecamatan Uluan 

                  

2. Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

Nilai - - 76,60 78,84 81,13 83,49 88,40   

3. Kesesuaian layanan 

dengan SOP 

% 0 0 100 100 100 100 100   

4. Tingkat Pembinaan Desa  % 100 100 100 100 100 100 100   

5. Tingkat Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan 

% 100 100 100 100 100 100 100   

6. Nilai Evaluasi Internal 
AKIP 

Angka 65,25 70,06 72,10 74,10 76,10 78,10 80,10   
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4.6 Target Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah 

Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang 

bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja 

kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Selanjutnya, 

berdasarakan Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, bahwa perangkat daerah Kecamatan tidak 

memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK). Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah 

Kecamatan Uluan adalah NIHIL. 

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Kunci 
Renstra Kecamatan Uluan 

Pemerintah Kabupaten Toba 
 

NO INDIKATOR STATUS SATUAN 

BASELINE 

TAHUN 

2024 

TARGET TAHUN KET. 

2025 2026 2027 2028 2029 2030  

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

  NIHIL                     
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Starategis Kecamatan Uluan Kabupaten Toba 

Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan yang 

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

program/kegiatan/subkegiatan beserta infikatornya, dan didusun 

dengan berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Toba Tahun 2025 – 2029. Diharapkan melalui penyusunan 

Renstra 2025 – 2029 ini, akan tercipta keselarasan kebijakan 

dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat 

indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan dan sejalan dengan visi – 

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 

Selanjutnya, agar dokumen ini memenuhi kaidah 

perencanaan yang baik, renstra ini juga menjadi pedoman dalam 

pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja tahunan sehingga 

pada gilirannya diharapkan dapat dicapai hasil yang lebih 

optimal untuk kegiatan tahunan dalam 5 (lima) tahun kedepan 

yang tentunya tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 

yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum 

pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. 

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan 

Renstra Kecamatan Uluan Tahun 2025 – 2029 dapat dipedomani dan 

direalisasikan oleh aparatur pelaksana di Perangkat Daerah 
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Kecamatan Uluan. Strategi, arah kebijakan dan program/kegiatan 

yang telah disusun hendaknya dapat dilaksanakan dengan 

konsisten, jujur, transparan, akuntabel, efektif dan penuh 

tanggungjawab. 

Harapan kami, renstra ini bermanfaat khususnya bagi 

Pemerintah Kecamatan Uluan, dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, sehingga mampu mendorong dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat di Kecamatan Uluan 

terhadap kinerja pemerintahan, demi terwujudnya visi “Toba 

Mantap 2029” Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan 

Berkelanjutan Pembangunannya. 

Uluan,           2025 
 CAMAT ULUAN 

 

 
 

 

WINRA MARPAUNG, SE 

PEMBINA 
NIP. 19780202 200604 1 002 
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Metadata Indikator Kecamatan 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai) 

Nama 
Indikator 

Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai) 

Penggunaan 
Indikator 

Tujuan Renstra 

Definisi Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan 
indikator yang menggambarkan kualitas 

pelayanan publik yang disediakan suatu unit 
pelayanan publik. Nilai Kinerja Pelayanan Publik 
diperoleh berdasarkan hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat yang dilaksanakan sesuai ketentuan 
yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Rumus 
Perhitungan 

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

Interpretasi Indeks Kepuasan Masyarakat dibagi dalam 4 
kategori berikut: 

Nilai Interval 
Konversi 

Kinerja 
Pelayanan 

Predikat Kinerja 
Unit Pelayanan 

88,31-100 A Sangat Baik 

76,61-88,30 B Baik 

65,00-76,60 C Kurang Baik 

25,00-64,99 D Tidak Baik 
 

Sumber Data Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

pelayanan publik 

Frekuensi Tahunan 

2. Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka) 

Nama 

Indikator 

Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka) 

Penggunaan 

Indikator 

Sasaran Renstra 

X.XX.01 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kab/Kota; 

Kinerja Program: Meningkatnya pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 



Definisi Evaluasi Internal AKIP merupakan hasil penilaian 
akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang 

dilakukan oleh APIP kabupaten 

Rumus 

Perhitungan 

Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja oleh 

APIP 

Interpretasi Nilai AKIP dibagi dalam 7 kategori sesuai 

ketentuan yang diatur oleh Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi yaitu: 

Nilai Predikat Interpretasi 

Nilai > 90 - 

100 

AA Sangat Memuaskan 

Nilai > 80 – 

90 

A Memuaskan 

Nilai > 70 – 

80 

BB Sangat Baik 

Nilai > 60 – 

70 

B Baik 

Nilai > 50 – 

60 

CC Cukup (Memadai) 

Nilai > 40 – 
50 

C Kurang 

Nilai > 30 – 
40 

D Sangat Kurang 

 

Sumber Data Inspektorat Daerah 

Frekuensi Tahunan 

3. Kesesuaian Layanan dengan SOP (persen) 

Nama 
Indikator 

Kesesuaian Layanan dengan SOP (persen) 

Penggunaan 
Indikator 

Sasaran Renstra; 

7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan 
dan Pelayanan Publik 

Definisi Kesesuaian Layanan dengan SOP 
menggambarkan ukuran kualitas pelayanan 

publik yang dilakukan suatu unit pelayanan. Nilai 



indikator diukur dengan membandingkan jumlah 
seluruh layanan yang dilakukan yang sesuai 

dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP 
terhadap seluruh layanan yang diajukan oleh 
masyarakat dalam suatu periode tertentu. 

Rumus 
Perhitungan 

Keterangan: 
Layanansesuai SOP = Jumlah seluruh layanan 

perizinan dan non perizinan yang diberikan 
kepada masyarakat yang memenuhi ketentuan 

waktu sesuai SOP dalam suatu periode waktu 
tertentu 
Layanantotal = Jumlah seluruh layanan perizinan 

dan non perizinan yang diajukan masyarakat 
dalam suatu periode waktu tertentu 

Interpretasi Semakin tinggi nilai indikator semakin baik 
penyelenggaraan pelayanan publik yang 
diselenggarakan oleh Perangkat Daerah 

Sumber Data Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan 
perizinan dan non perizinan 

Frekuensi Triwulanan 

4. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%) 

Nama 
Indikator 

Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 
(%) 

Penggunaan 
Indikator 

Sasaran Renstra 

7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 

dan Kelurahan 

Kinerja Program: Meningkatnya pemberdayaan 
masyarakat 

Definisi Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan menggambarkan kinerja camat 

dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat 
di kecamatan dalam satu periode tertentu. 

Pemberdayaan dilakukan melalui upaya-upaya (1) 
peningkatan pemahaman lembaga 
kemasyarakatan atas peran dan fungsinya; dan (2) 

fasilitasi pelaksanaan tugas lembaga 

=
𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑆𝑂𝑃

𝐿𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

× 100 



kemasyarakatan 

Rumus 

Perhitungan 

Keterangan: 
LKditingkatkan = Jumlah lembaga kemasyarakatan 
yang ditingkatkan pemahaman perannya 

LKdifasilitasi = Jumlah lembaga kemasyarakatan 
yang difasilitasi dalam melaksanakan tugasnya 

LKtotal = Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan 
di kecamatan 

Interpretasi Semakin tinggi nilai indikator semakin baik 

kinerja camat dalam melaksanakan 
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 

Sumber Data Kecamatan 

Frekuensi Triwulanan 

5. Tingkat Pembinaan Desa (%) 

Nama 

Indikator 

Tingkat Pembinaan Desa (%) 

Penggunaan 

Indikator 

Sasaran Renstra 

7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

Kinerja Program: Meningkatnya pembinaan desa 

Definisi Tingkat Pembinaan Desa memberikan ukuran 
kinerja kecamatan dalam melakukan pembinaan 

terhadap pemerintah desa di wilayah kecamatan. 
Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian 

bimbingan/pendampingan/fasilitasi dalam hal: 
(1) penyusunan peraturan desa dan peraturan 
kepala desa, (2) pelaksanaan administrasi tata 

pemerintahan desa, (3) pengelolaan keuangan dan 
aset desa, (4) pelaksanaan tugas Badan 

Permusyawaratan Desa, (5) sinkronisasi 
perencanaan pembangunan daerah dengan 
pembangunan desa, (6) pelaksaan tugas dan fungi 

lembaga kemasyarakatan, dan (7) pemberdayaan 
masyarakat desa. 

 

=

𝐿𝐾𝑑𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛

𝐿𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
+

𝐿𝐾𝑑𝑖𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐿𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

2
× 100 



 

Rumus 

Perhitungan 

 

 

Keterangan: 

TPD = Tingkat Pembinaan Desa 
D1 = Pendampingan/fasilitasi penyusunan 
peraturan desa dan peraturan kepala desa 

D2 = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan 
administrasi tata pemerintahan desa 

D3 = Pendampingan/fasilitasi pengelolaan 
keuangan dan aset desa 
D4 = Pendampingan/fasilitasi pelaksanaan tugas 

Badan Permusyawaratan Desa 
D5 = Pendampingan/fasilitasi sinkronisasi 
perencanaan pembangunan daerah dengan 

pembangunan desa 
D6 = Pendampingan/fasilitasi pelaksaan tugas 

dan fungi lembaga kemasyarakatan 
D7 = Pendampingan/fasilitasi pemberdayaan 
masyarakat desa 

 

Menghitung D1: 

 

Keterangan 

Keterangan: 

Perdesfas = Jumlah Perdes yang difasilitasi 
penyusunannya 

Perdestotal = Jumlah seluruh Perdes yang disusun 
seluruh desa di kecamatan 
Perkadesfas = Jumlah Perkades yang difasilitasi 

penyusunannya 
Perkadestotal = Jumlah seluruh Perkades yang 

disusun seluruh desa di kecamatan 

 

Menghitung D2: 

 

 

Keterangan: 
Desafas =  Jumlah desa yang difasilitasi dalam 
pelaksanaan administrasi pemerintahan 

𝑇𝑃𝐷 =
𝐷1 + 𝐷2 + 𝐷3 + 𝐷4 + 𝐷5 + 𝐷6 + 𝐷7

7
× 100 

𝐷1 =
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

+
𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠

𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑑𝑒𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 

𝐷2 = 
𝐷𝑒𝑠𝑎𝑓𝑎𝑠

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 



Desatotal = Jumlah seluruh desa di kecamatan 

Menghitung D3: 

 

 

Keterangan: 
Desafas = Jumlah desa yang difasilitasi dalam 
pengelolaan keuangan dan aset desa 

Desatotal = Jumlah seluruh desa di kecamatan 

Menghitung D4: 

 

 

Keterangan: 

Desafas = Jumlah desa yang difasilitasi dalam 
pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa 

Desatotal = Jumlah seluruh desa di kecamatan 

Menghitung D5: 

 

 

Keterangan: 

Desafas = Jumlah desa yang difasilitasi dalam hal 
sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 
dengan pembangunan desa 

Desatotal = Jumlah seluruh desa di kecamatan 

 

Menghitung D6: 

 

 

Keterangan: 
Desafas = Jumlah desa yang difasilitasi dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga 
kemasyarakatan desa 
Desatotal = Jumlah seluruh desa di kecamatan 

Menghitung D7: 

 

 

Keterangan: 

𝐷3 = 
𝐷𝑒𝑠𝑎𝑓𝑎𝑠

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐷4 = 
𝐷𝑒𝑠𝑎𝑓𝑎𝑠

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐷4 = 
𝐷𝑒𝑠𝑎𝑓𝑎𝑠

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐷6 =
𝐷𝑒𝑠𝑎𝑓𝑎𝑠

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 

𝐷7 = 
𝐷𝑒𝑠𝑎𝑓𝑎𝑠

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 



Desafas = Jumlah desa yang difasilitasi dalam hal 
pelaksaanan pemberdayaan masyarakat 

Desatotal = Jumlah seluruh desa di kecamatan 

Interpretasi Semakin besar nilai indikator semakin baik 

pembinaan yang dilaksanakan kecamatan 
terhadap desa yang berada di wilayahnya 

Sumber Data Kecamatan 

Frekuensi Triwulanan 

6. Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) 

Nama 

Indikator 

Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum (%) 

Penggunaan 

Indikator 

7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 

Kinerja Program: Meningkatnya pelaksanaan 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di 

kecamatan 

Definisi Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum menggambarkan ukuran pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan 
oleh Kepala Daerah kepada Camat sesuai dengan 

Peraturan Bupati tentang Pelimpahan 
Kewenangan kepada Camat 

Rumus 
Perhitungan 

Keterangan: 
Kelompokdibina = Jumlah kelompok masyarakat + 
jumlah organisasi kemasyarakatan + jumlah 

tokoh pemuda + jumlah tokoh agama yang 
diberikan pembinaan dalam melaksanakan 

fungsinya 
Pembinaandilimpahkan = Jumlah seluruh kelompok 
masyarakat + jumlah seluruh organisasi 

kemasyarakatan + jumlah seluruh tokoh pemuda 
+ jumlah seluruh tokoh agama yang ada di 

kecamatan 

Interpretasi Semakin tinggi nilai indikator semakin baik 
pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum yang 

=
𝐾𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘𝑑𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎

𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑎𝑛𝑑𝑖𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛

× 100 



dilimpahkan kepada Camat 

Sumber Data Kecamatan 

Frekuensi Triwulanan 

7. Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%) 

Nama 
Indikator 

Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum 
Kecamatan (%) 

Penggunaan 
indikator 

7.01.04 Program Koordinasi Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Kinerja Program: Meningkatnya ketenteraman 
dan ketertiban di wilayah kecamatan 

Definisi Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum 
Kecamatan memberikan ukuran kinerja 

pemerintah kecamatan dalam menangani 
gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di 
kecamatan 

Rumus 
Perhitungan 

 

Interpretasi Semakin tinggi nilai indikator semakin baik upaya 

penanganan gangguan trantibum di kecamatan 

Sumber Data Kecamatan 

Frekuensi Triwulanan 

 

 

 

 

 

 

=
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑢𝑚 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑑𝑖
× 100 



Meningkatnya kualitas pelayanan publik

IK: Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelaksanaan 
kewenangan yang dilimpahkan KDH

IK: Kesesuaian layanan dengan SOP

Tersusunnya SOP pelayanan perizinan 
yang dilimpahkan KDH

IK: Jumlah SOP Pelayanan Perizinan

Tersusunnya SOP pelayanan non 
perizinan yang dilimpahkan KDH

IK: Jumlah SOP Pelayanan Non Perizinan

Terlaksananya pelayanan perizinan 
sesuai SOP

IK: Jumlah layanan perizinan yang 
diselenggarakan

Terlaksananya pelayanan non perizinan 
sesuai SOP

IK: Jumlah layanan non perizinan yang 
diselenggarakan

Meningkatnya pembinaan pemerintah 
desa

IK: Tingkat Pembinaan Desa

Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan 
tugas pemerintah desa

IK: Jumlah desa yang difasilitasi

Terlaksananya pendampingan desa

IK: Jumlah desa yang didampingi

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

IK: Tingkat Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan

Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan 
tugas lembaga kemasyarakatan desa

IK: Jumlah desa yang difasilitasi

Terselenggaranya lembaga 
kemasyarakatan

IK: Jumlah LK yang diselenggarakan

Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Perangkat Daerah

IK: Evaluasi Internal AKIP

Tersedianya SOP akuntabilitas kinerja

IK: Jumlah SOP akuntabilitas kinerja

Tersusunnya rencana kinerja

IK: Jumlah dokumen rencana kinerja

Terlaksananya evaluasi pencapaian 
kinerja

IK: Jumlah laporan evaluasi kinerja

Tersusunnya pelaporan kinerja

IK: Jumlah dokumen laporan kinerja

Pohon Kinerja Kecamatan

Camat

1

2
3 4 5

6

7

8

9

10

11

12
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14

15

16
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Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

IK: Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelaksanaan 
kewenangan yang dilimpahkan KDH

IK: Kesesuaian layanan dengan SOP

Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi Perangkat Daerah

IK: Evaluasi Internal AKIP

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

IK: Tingkat Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan

Menjadi: Tujuan Renstra

Target
2024 2026 2027 2028 2029 2030

- 76,60 78,84 81,13 83,49 88,40

Menjadi: Sasaran Renstra;

Kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Target
2024 2026 2027 2028 2029 2030

0 100 100 100 100 100

Menjadi: Sasaran Renstra; 

Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;

Target:
2024 2026 2027 2028 2029 2030

67,75 79,30 81,30 83,30 85,30 87,30

Menjadi: Sasaran Renstra;

Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

Target:
2024 2026 2027 2028 2029 2030

0 100 100 100 100 100

1

2

4

2

Meningkatnya pembinaan pemerintah 
desa

IK: Tingkat Pembinaan Desa 

Menjadi: Sasaran Renstra; 

Kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Target:
2024 2026 2027 2028 2029 2030

0 100 100 100 100 100

3

5



Tersusunnya SOP pelayanan non 
perizinan yang dilimpahkan KDH

IK: Jumlah SOP Pelayanan Non 
Perizinan tersedia

Terlaksananya pelayanan non 
perizinan sesuai SOP

IK: Jumlah layanan non perizinan 
yang diselenggarakan

Tersusunnya SOP pelayanan 
perizinan yang dilimpahkan KDH

IK: Jumlah SOP Pelayanan 
Perizinan tersedia

Terlaksananya pelayanan perizinan 
sesuai SOP

IK: Jumlah layanan perizinan yang 
diselenggarakan

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/2

Dilaksanakan 

dengan:

Sub Kegiatan 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non 

Usaha

Indikator 

Subkegiatan 

(Kepmendagri)

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan

Target
2024 2026 2027 2028 2029 2030

- 4 4 4 4 4

Catatan

Target tiap tahun  = [3 SOP Perizinan] + [1 Laporan 

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan]

Laporan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan menjelaskan antara 

lain Persentase layanan perizinan yang dilaksanakan sesuai 

SOP

7
Dilaksanakan 

dengan:

Sub Kegiatan7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

Indikator 

Subkegiatan 

(Kepmendagri)

Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan 

Pemerintahan

Target
2024 2026 2027 2028 2029 2030

- 4 4 4 4 4

Catatan

Target tiap tahun = [3 SOP Non Perizinan] + [1 Laporan 

Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan]

Laporan Pelaksanaan Pelayanan Non Perizinan menjelaskan 

antara lain Persentase layanan non perizinan yang 

dilaksanakan sesuai SOP

9

8

6

3



Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/3

Terselenggaranya lembaga 
kemasyarakatan

IK: Jumlah LK yang 
diselenggarakan

13
Dilaksanakan 

dengan:

Sub Kegiatan 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga 

Kemasyarakatan

Indikator 

Subkegiatan

(Kepmendagri)

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan

Target
2024 2026 2027 2028 2029 2030

0 3 3 3 3 3

Terlaksananya pendampingan desa

IK: Jumlah desa yang didampingi

11
Dilaksanakan 

dengan:

7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Indikator 

SubKegiatan

(Kepmendagri)

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 

Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Target
2024 2026 2027 2028 2029 2030

12 12 12 12 12 12

4

10 dan 

12
Ke Renstra PMD



Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/4

Dilaksanakan 

dengan:

Sub Kegiatan X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator 

Subkegiatan 

(Kempendagri)

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target
2024 2026 2027 2028 2029 2030

- 4 4 4 4 5

Catatan

Dokumen output: Renja (1), SOP Akuntabilitas Kinerja (1), PK 

Kepala OPD (1), Rencana Aksi Kinerja (1), Renstra (tahun 

2030)

5

Tersedianya SOP akuntabilitas kinerja

IK: Jumlah SOP akuntabilitas kinerja

Tersusunnya rencana kinerja

IK: Jumlah dokumen rencana 
kinerja

Terlaksananya evaluasi pencapaian 
kinerja

IK: Jumlah laporan evaluasi kinerja

Tersusunnya pelaporan kinerja

IK: Jumlah dokumen laporan 
kinerja

14

15

16

17

Dilaksanakan 

dengan 

Sub Kegiatan X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator 

Subkegiatan

(Kepmendagri)

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target
2024 2026 2027 2028 2029 2030

- 22 22 23 22 22

Catatan

Dokumen output: Laporan Evaluasi Renja (4 dok), Laporan 

Evaluasi Kinerja Periodik (3 dok), LAKIP (1), Laporan untuk 

LKPJ (1), RFK (12 dok), Laporan Keuangan (1), Evaluasi 

Renstra (tahun 2028)
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